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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi televisi telah
melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutanya, akan hak untuk mengetahui,
dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok
bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat dikatakan televisi merupakan
salah satu media massa yang efektif dalam menjalin suatu komunikasi. Khususnya
di Republik Indonesia, televisi saat ini telah menjadi barang biasa di rumah,
kantor bisnis, maupun institusi, Khususnya sebagai sumber kebutuhan akan

hiburan, berita, serta menjadi media periklanan.

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan satu hal yang mendasar.
Salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah
komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang
ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim
melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima
secara serentak dan sesaat. Secara sederhana, komunikasi massa adalah
komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan

film.*

! Jalaluddin Rakhmat, 2001, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Reinaja Rosdakarya, hal.
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Saat ini bisa dikatakan bahwa televisi yang menjadi media komunikasi
massa paling populer. Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan
teknologi. Bermula dari ditemukan-nya elecctrische telescope sebagai perwujudan
gagasan dari seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul

Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain.?

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan
orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi hal ini dimungkinkan
karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana
penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah
satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audien-nya dalam jumlah
yang sangat banyak. Karena-nya media penyiaran memegang peranan yang sangat
penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi

massa.’

Di Indonesia, sistem siaran televisi berjaringan berusaha diwujudkan dalam
semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran.
Sistem siaran televisi berjaringan di identikan dengan pemenuhan diversity of
content dan diversity of ownership sebagai prasyarat penyiaran yang demokratis.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan kepada
semua Lembaga penyiaran, khususnya televisi nasional untuk melakukan siaran

berjaringan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menstimulus keikut sertaan

> Wawan Kuswandi, 1996, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Jakarta:
Erlangga, hal. 6

* Morissan, 2008. Jurnalistik Televisi Mutakthir, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
hal. 13



sebanyak-banyak orang untuk berusaha di dunia penyiaran serta membangkitkan

potensi lokal melalui penyiaran televisi.*

Adapun aturan tentang televisi Nasional berjaringan sebagai konsekuensi
dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2005. Sistem jasa penyiaran
televisi telah diatur pada Pasal 36 PP Nomor 50 tahun 2005.° Televisi berjaringan
telah ada di Indonesia sejak tahun 2000 awal.® Namun belum adanya peraturan
atau regulasi yang tepat membuat siaran televisi berjaringan ditangguhkan dan
diberi periode tenggang sampai tahun 2007. Adapun dalam pelaksanaan televisi
nasional berjaringan tersebut timbul pertanyaan apakah sudah sesuai dengan
peraturan yang telah diberlakukan atau tidak. Hal ini tentu saja memerlukan

pengawasan oleh Lembaga terkait.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

mempunyai wewenang:

Menetapkan standar program siaran;

. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta
standar program siaran;

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman
perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga

penyiaran, dan masyarakat.

o o

KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:’

* Muhammad Mufid, 2010, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Jakarta: Prenada Media
Group, 2010, hal 147

% https://ppidkemkominfo.-files.wordpress.com/ diakses tgl 18 Januari 2020

® http://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/17022 diakses tgl 19 Januari 2020

” Pasal 8 Undang-Undang 2002 tentang Penyiaran
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a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar
sesuai dengan hak asasi manusia;

b. ikut membantu pengaturan insfrastruktur bidang penyiaran;

c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga penyiaran
dan industri terkait;

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang

e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta
kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

f.  menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang
menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Berdasarkan dari data di atas yang telah ditunjukan dengan adanya Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), tidak menutup peluang bagi para Lembaga Penyiaran
melakukan pelanggaran melalui siaran lokal berjaringan, sama halnya dengan
yang akan penulis temui pada penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana peran
KPI dalam pengawasan penyiaran melalui media televisi lokal menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. Hal inilah yang menjadi

alasan kuat mengapa penulis melakukan penelitian ini.

Adapun konsep dalam penelitian ini akan membahas tentang regulasi yang
dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia, membuat
regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program siaran
(SPS) yang dimasukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2002 tentang penyiaran. Tujuanya adalah untuk menegakkan aturan-aturan
mengenai pelanggaran program siaran, merusak nilai-nilai budaya, yang hidup
dan berlaku di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan siaran
yang sehat dan bermartabat, karena frekuensi adalah milik publik bukan milik

individu atau golongan.

Faktanya, banyak Lembaga penyiaran tidak menjalankan ketentuan isi

siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program



Siaran (SPS) dengan baik. Televisi nasional haruslah mempunyai konten siaran
lokal yang ditayangkan diwaktu tertentu untuk memperkenalkan kearifan lokal
atau budaya yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, dimana kanal yang tersedia
bagi Lembaga penyiaran khususnya televisi jumlahnya sangat terbatas, namun
banyaknya stasiun televisi yang mengajukan permohonan kanal cukup banyak

sehingga perlu dilakukan seleksi.

Sebagai contoh pada tahun 2011 lalu, ketika itu muncul kasus Kompas TV
menjalin kerjasama dengan 10 stasiun televisi lokal yakni, MOS TV Palembang,
Komedi TV Banten, STV Bandung, Borobudur TV Semarang, Art TV Purworejo,
BCTV Surabaya, Agropolitan TV Batu, Dewata TV Bali, selain muncul di 10
stasiun televisi lokal itu, kompas TV juga hadir di sejumlah saluran tv
berlangganan yakni pada saluran Telkom Vision Jakarta, Citra TV/ Aora TV
Jakarta, Centerin Cable Bandung dan First Media TV Jakarta. Di kanal televisi
berbayar ini, Kompas TV mengklaim sebagai televisi berbayar pertama yang
memiliki kualitas High Definition (HD). Kualitas High Definition menyajikan
gambar dengan resolusi tinggi sehingga pemirsa dapat menikmati detail gambar
dengan kontur jelas dan warna yang lebih tajam. Kualitas High Definition ini juga
yang menjadi standar tayangan pada system digital nantinya. Kesamaan prinsip
operasional inilah yang kemudian memunculkan reaksi keras di sejumlah

kalangan.®

Kasus terbaru terkait tentang pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran

diberikan kepada stasiun televisi NET TV dengan program siaran Jurnalistik Net

8 https://kominfo.go.id/content/detail/2962/siaran-pers-no-65pihkominfo92011-tentang-

peringatan-kementerian-kominfo-terhadap-kehadiran-kompas-tv/O/siaran_pers diakses tgl 20
Januari 2020
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12. Program siaran jurnalistik tersebut menampilkan wawancara seorang anak
laki-laki (Donelly Abdil Haadi) tentang kronologi kejadian tsunami Selat Sunda.
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan program
siaran jurnalistik tentang peliputan bencana dilarang mewawancara anak di bawah
umur sebagai narasumber. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah
melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012
Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 29 huruf a serta Standar Program Siaran Komisi
Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 50 huruf c. Berdasarkan pelanggaran

tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis®.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (selanjutnya disingkat KPID) Sumatera
Barat juga menyorot masih minimnya konten lokal pada siaran televisi di Sumbar.
Padahal, konten lokal adalah hak warga Sumbar. Pada 2019 nanti, KPID akan
membuat komitmen dengan televisi berjaringan untuk wajib memuat 10% konten
lokal dan 30% dari jumlah tersebut wajib ditayangkan pada jam utama (prime

time)*°.

Penayangan konten budaya lokal yang ditayangkan oleh lembaga-lembaga
penyiaran saat ini lebih dominan ditayangkan pada jam siluman yaitu jam tayang
televisi pada waktu di atas jam 12 malam, dimana kebanyakan masyarakat sudah
tidak menyaksikan televisi. Hal seperti ini yang membuat masyarakat tidak dapat
menyaksikan konten budaya lokal secara maksimal, seharusnya penayangan

siaran konten budaya lokal ditayangkan pada jam-jam yang tepat saat kebanyakan

®http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/34908-teguran-tertulis-untuk-
program- siaran-jurnalistik-net-12-net-tv?detail3=5394 &start=18 diakses tgl 19 Juni 2020

10 http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34894-sepanjang-2018-kpid-
sumbar-beri-12-sanksi-teguran-untuk-lembaga-penyiaran diakses tgl 19 Juni 2020
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pemirsa menyaksikan televisi seperti pada waktu anak-anak pulang sekolah atau
waktu selesai jam-jam kantor dimana masyarakat dapat menyaksikan siaran

konten budaya lokal sambil beristirahat setelah beraktifitas.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga banyak memberikan
teguran-teguran kepada lembaga penyiaran televisi lokal yang melanggar
ketentuan penyiaran yang berlaku, sebagaimana yang telah penulis paparkan di
atas. Karena belum ada dasar hukum tertulis bagi pelanggar ketentuan penyiaran
yang telah diatur, membuat KPID tidak dapat memberikan sanksi yang tegas bagi
lembaga-lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan penyiaran. Kekosongan
hukum seperti ini tidak boleh terjadi agar KPID dapat menjalankan fungsinya

untuk melayani masyarakat dengan maksimal.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor.2 Tahun 2007 tentang
Pedoman Perilaku Penyiaran, pada Pasal 5 yang berisi Pedoman Perilaku
Penyiaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

Rasa hormat terhadap nilai-nilai agama
Kesopanan dan kesusilaan
Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan
Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme
Penggolongan program menurut usia khalayak
Rasa hormat terhadap hak pribadi
Penyiaran program dalam bahasa asing
Ketepatan dan kenetralan program berita
Siaran langsung; dan
Siaran iklan

o S@ e a0 o

Dalam Pasal 5 di atas menuntut para penyiar dapat memilih-milih dan
berhati-hati dalam menyiapkan bahan yang akan diucapkan dalam program
penyiaran informasi itu sendiri. Tujuan dari Pedoman Perilaku Penyiaran adalah

untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, prinsip jurnalistik dan hak asasi



manusia maka dari pada itu para penyiar harus benar-benar mengikuti peraturan
Pedoman Perilaku Penyiaran.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang
terdapat pada Pasal 1 angka 2:

“penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana

pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa

dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan
oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Komisi negara independen adalah konsekuensi logis dan retribusi kekuasaan
negara yang terjadi selama reformasi. Salah satu target amandemen konstitusi
adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada Presiden atau Pemerintah.
Artinya reformasi hendak mengganti klausula “concentration of power and
responsibility upon the presiden.” Yang selama orde baru (1966-1998) telah
diwujudkan sebagai sistem pemerintahan atau rezim politik otoriter.™*

Salah satu penunjang yang ada di Indonesia adalah Komisi Penyiaran
Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Komisi
Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara independen di Indonesia yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai
regulator penyelenggaraan penyiaraan di Indonesia yang lahir akibat
perkembangan masyarakat pasca reformasi. Dimana pada masa sebelum reformasi
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi merupakan suatu hal yang
sangat sulit.

Saat ini terdapat banyak lembaga penyiaran swasta yang terdapat di daerah

Padang Sumatera Barat, dari lembaga penyiaran swasta yang ada di Padang

! Gunawan A Tauda, 2012, Komisi Negara Independen, Yogyakarta: Genta Press hal 7.



beberapa lembaga penyiaran sudah ada yang memiliki izin penyiaran dan tidak
sedikit juga ada lembaga penyiaran swasta yang masih belum memiliki izin dalam
melakukan penyiarannya. Namun saat ini lembaga penyiaran swasta di Padang
yang masih belum memiliki izin dalam penyelenggaraan penyiarannya sudah
ditertibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini terdapat dalam data
daftar izin radio yang sudah ditertibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
bulan Januari 2017.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang timbul pokok permasalahan sebagai berikut:

1.  Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
dalam pengawasan penyiaran melalui media televisi lokal menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

2.  Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam mengawasi media televisi
lokal?

3. Bagaimana sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Sumatera Barat kepada media televisi lokal yang melanggar aturan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh penelitian ini dan mengacu pada
rumusan permasalahan yang akan diteliti, sehingga tujuan penelitian bisa
dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Sumatera Barat dalam mengawasi media televisi lokal menurut

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.



2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam mengawasi media
televisi lokal.

3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Sumatera Barat kepada media televisi lokal yang melanggar
aturan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat baik secara teoritis maupun

praktis, sebagai berikut:

1.  Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya llmu Hukum Tata

Negara. Secara lebih khusus, penelitian ini diharapkan memberikan

sumbangan berupa landasan teoritis yang memadai bagi optimalisasi

kedudukan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis
Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan

evaluasi KPID Sumatera Barat dalam upaya memperkuat peranya dalam

pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Sumatera Barat.
E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normatif pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-

undangan, dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-



undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam metode
pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas
dalam peraturan perundang-undangan.*?

Di samping itu penulis menggunakan pendekatan historis (historical
approach) yakni pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah
lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti
untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu,
melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Untuk melengkapi pendekatan penelitian di atas ini penulis menggunakan
juga pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan
penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasinya dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mempergunakan
sumber data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang sudah
didokumentasikan. Data ini digali dengan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan (library search) atau dengan cara inventarisasi hukum positif. Data
tersebut meliputi:

a.  Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma

hukum sehingga mempunyai sifat mengikat seperti Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun

12 peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal 137



2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta yang mengatur
tentang peran KPID dalam mengawasi penyiaran televisi di Sumatera
Barat.

b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat
dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai
laporan penelitian.*®

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.  Studi Dokumen
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berupa data

tertulis atau gambar, studi dokumen bisa dilakukan dengan cara membaca

dan mempelajari buku-buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto
terkait permasalahan penelitian.

b.  Wawancara
Wawancara dengan Ibu Yumi Ariyati, S.Sos, M.l.Kom. Wakil Ketua

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. Wawancara

merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab

secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan

adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan

13 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 13.



yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan
jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas.
4.  Pengolahan dan Analisis Data
a.  Pengolahan Data

Data yang dihasilkan dari penelitian diolah kemudian dijadikan
rujukan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi objek
kajian.
b.  Analisis Data

Semua data yang diolah dan diedit kemudian dianalisis secara
kualitatif. Analisis kualitatif yang penulis lakukan adalah dengan
menggunakan alat uji peraturan perundang-undangan dan pendapat para
ahli. Hasil uji kualitatif itu selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif

dalam bentuk kalimat berupa skripsi.



